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ABSTRAK

Risnawati 2021 Implementasi kebijakan BLT dan PKH masvarakat (studi
kasus masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan
Selayar).Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas
Muhammadiyah Makassar, pembimbing I Suardi, dan pembimbing 11 Herdianty, R.

Implementasi kebijakan BLT dan PKH yang dilaksanakan di Desa
Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar  telah
menimbulkan beberapa faktor dan dampak bagi masyarakat,

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi
kasus bertujuan untuk mengetahui :m;:l éntasi kebijakan BLT dan PKH, faktor
pe:uiuklmgdanpenghmhat implemen jjakan BLT dan PKH dan dampak

arakat miskin. lokasi penelitian
, timur kepulauan selayar,
\ N\ : la)rar dan masyara.kat




ABSTRACT

Risnawati 2021 Implementation of community BLT dan PKH Policies (a case
study of the community in Bontomalling village, East Pasimasunggu Districh, Selayar
Islans) thesis on the faculty of teacher training and education at the Universty of
Muhammadivah Makassar, Supervisor I Suardi and Supervisor Il Herdianty, R,

The implementation of the BLT dan PKH Policies carried out in Bontomalling
Village, East Pasimasunnggu Districh, Selayar Islans has caused several factors and
impacts on the community,

This thesis uses a qualitative researg
ar knowing the implementation qf B

nvpe with a case srmfv approach aimed

selavar Islands. T?reim‘brmm in

anc N ¢ penp!e of the Selayar
documentation.
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BAB1

PENDAHULUAN

A.  Latar belakang
Indonesia merupakan salah satu Negara vang jumlah penduduknya
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tahun 2013 sebanyak 10,32 persen tahun 2014 sebanvak 9,54 dan tahun 2015
sebanyak 10,12 persen. semakin tinggi persentase penduduk miskin disuatu
daerah tentu saja semakin banyak penduduk yang masih dalam kategori miskin

(Ismi, 2018).




Menurut Ritonga (2011) kemiskinan adalah keadaan kehidupan yang
setba kekurangan yang dialami oleh seseorang atau rumah tangga sehingga tidak
mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya
kehidupan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaiatan dengan
kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan

/ Jpai MU

N

a

35'Lintang Selatan dan 120”15~ 122° 30 bujur timur, luas keseluruha wilayah

mencakup 10,503,69 km” (12,92%) dan luas laut 9,146,66 km* (87,08%).
Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang

mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif cepat, yang dimana berpengaruh




pada distribusi penduduk. pola distibusi penduduk yang merata dapat
mempengaruhi kualitas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dimana
Jumlah penduduk yang ada pada tahun 2008 sebanyak 119,811 jiwa yang

terdistribusi pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar (Faried
Bainta, 2010).
Kepulauan Selayar memiliki makna yang dimana Selayar berasal dari
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Kepulauan Selayar terdapat masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda —
beda dengan masyarakat satu dan masyarakat lainnya. bahasa yang digunakan
masyarakat di Kepulauvan Selayar adalah Bahasa Selavar. Bahasa Selayar salah
satu bahasa yang terdapat di Kepulauan Selayar. Bahasa Selayar Sebuah bahasa




yang dipertuturkan atau yang digunakan di Pulau Selayar, dan beberapa pulau
lainnya seperti yang terdapat di pulau Jampea khususnya di daerah Kepulauan
Selayar Desa Bontomalling Kecamatan pasimasunggu Timur di Kabupaten
Kepulauan Selayar. masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar sampai sekarang
disana masih menggunakan Bahasa Selayar sebagai bahasa schari - hari dan

llllll

!}J /”//J‘“JW’ ‘\\ Q =~/
< ‘\ ""lp‘\\\ 5 Qi)
kira 120 km da \‘“ g
B, =\

Pulau Jampea, dan O derigs tan Benteng

di pulau jampea (Benteng Jampea) merupakan pelabuhan terpanjang dan Pulau
Jampea bisa juga menikmati barbagai macam tempat wisata berupa wisata pulau

yang indah dengan memiliki penduduk yang sangat baik dan sangat ramah

kepada semua orang dan pada masa lalu Kabupaten Kepulauan Selayar pernah




menjadi rute perdagangan menuju pusat rempah - rempah dan mata
pencahariannya masyarakat yang ada Kepulauan Selayar dart dulu sampai
sekarang yaitu sebagai petani, dan nelayan dan sampai saat ini masyarakat

Kepulauan Selayar perekonomiannya sangat rendah dan sampai sekarang

kemiskinan di Kepulauan Selayar semakin meprihatinkan karena masyarakat

masyarakat Kepulauan Selayar hingga sampai saat ini ekonominya masih sangat
kurang memadai oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat
miskin yang ada di Selayar berupa bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT)
dan program keluarga harapan (PKH) dengan adanya bantuan tersebut maka




diharapkan kebijakan pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan vang terjadi

di Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur.
Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di

Kepulauan Selayar Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur vaitu

pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan

Program keluarga harapan (PKH) dan bantuan mni dilakukan secara bertahap

2

bantuan tersebut diharapkan dapat

kurang layak ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi
kemiskinan melalwi BLT dan PKH ternyata belum merata hal ini terlihat pada
masyarakat Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan
Selayar.



Salah satunya Pada masyarakat Desa Bontomalling yang belum
mendapat bantuan BLT dan PKH yaitu L karena bantuan dari pemenntah hanya
tertuju pada masyarakat yang sudah terdaftar di pusat namanya saja, respon dari .
terhadap bantuan vang tidak merata yaitu dia merasa bahwa pemerintah tidak adil

dalam memberikan bantuan.

Selain itu Pada masyarakat Desa Bontomalling yang belum mendapat

langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH). pemberian bantuan
tersebut sebenarnya untuk semua kalangan masyarakat yang terdapat di
Kepulauan Selayar tetapi kenyataanya pemberian bantuan tersebut dari
pemerintah kepada masyarakat tidak tepat sasaran karena yang mendapat bantuan




hanya yang terdaftar rmamanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya
di pusat tidak mendapat bantuan yang dimana masyarakat yang mampu justru
mendapat bantuan dari pemerintah sedangkan masyarakat vang tidak mampu
Justru tidak mendapat bantuan dari pemerintah sehingga banvak masvarakat di
Kepulauan Selayar merasa konflik dan merasa tidak adil karena bantuan yang

diberikan oleh pemerintah tidak tersalurkan secara merata sehingga sampai saat

ini terjadi kecemburuan Sosial ant

Kepulauan Selayar ?

C. Tujuan penelitian
I. Untuk mengetahui Implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa

Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.




2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi
kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling kecamatan pasimasunggu
Timur Kepulauan Selayar.

3. Untuk mengetahui dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap

masyarakat miskin di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur

Kepulauan Selayar.

D. Manfaat penelitian

A\ }‘\.. y ‘q'? O/

,,,,,,

b. Kebijakan adalah berupa keputusan yang diambil oleh seseorang atau

sekolompok demi untuk mencapai tujuan bersama.




¢. Program bantuan langsung tunai adalah salah satu program bantuan yang
diterapkan yang dimana bantuan tersebut berupa uang tunai yang tidak
memiliki syarat.

d. Program keluarga harapan (PKH) adalah sebuah program yang diterapkan
yang dimana bantuan terebut dalam bentuk non tuan dan memiliki syarat.




BABII

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian konsep

a. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002) Pengertian Implementasi merupakan
suatu yang bermuara pada aktifitas yang dilakukan dengan secara sistematis
serta terikat oleh meknisme. karena begitu, maka implementasi tersebut bukan

sekedar aktifitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan.

11




12

Menurut Daniel A. Mazmanian dan paul Sabatier (2016) pengertian
Implementasi adalah memahami apa vang senyatanya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
Implementasi kebijakan yakni kejadian — kejadian dan kegiatan vang timbul
sesudah disahkannya pedoman — pedoman kebijakan Negara yang mencakup
usahan — usaha untuk mengadministrasiks

akibat atau dampak nyatata pada masyak jadian — kejadian.

1 maupun untuk menimbulkan

hasil.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian

Implementasi adalah suatu penerapan aktivitas yang saling berinteraksi atau

sebuah tindakan nyata vang dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan
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kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah atau juga swasta yang diarahkan
keputusan pada tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Situmorang (2016) pengertian Implementasi merupakan
proses vang dinamis faktor — faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan
suatu kebijakan dalam tahap - tahap awal mungkin akan mempunyai
konsekuensi yang kecil dalam tahap selan;

1l

kebijakan Negd

maupun untuk memmbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat tersebut.

b. Kebijakan
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Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai
serta serta juga praktik - praktik yang terarah (aprojecred program of goals
values and practices),

Menurut Edi Suharto (2007) pengertian kebijakan adalah keputusan -
keputusan atau pilihan — pilihan tindakan vang bersifat strategis atau garis

besar yang secara langsung pengololahan dan pendistribusian

sumber daya public demi kepes

—————

masalah tertentu.

Menurut Eston (2012) menyebutkan kebijakan pemenintah sebagai

“kekuasaan pengalokasian nilai — nilai untuk masyarakat keseluruhan™.




Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
kebijakan adalah kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan dialokasikan dalam
nilai — nilai untuk seluruh masyarakat.

Menurut Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai
serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan sescorang kolompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tetentu dimana terdapat hambatan —

VS \\\‘\\lh,//é
| \ :l) ‘/ \‘\ A;\ xu/:g

U;

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
kebijakan adalah suatu area tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang

mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat terutama dalam
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kebijakan pemerintah tentang system jaminan sosial dengan melalui undang -
undang.

Menurut Kamal Almanyah (2016) pengertian kebijakan merupakan
tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan baik

pusat maupun daerah.

bersifat politik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual dilakukan dalam kegiatan

yang bersifat politik.
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Menurut Rusdiana (2015) pengertian kebijakan adalah- .mngkaian
konsep dan asas vang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah
organisasi dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian

kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar

73

"u...u“‘}‘\

kebijakan adalah scbuah alat yang digunakan untuk mencapai suatu mencapai
tujuan perorang atau kolompok.

Menurut Nugroho (2016) pengertian kebijakan adalah berasal murni
dari pertimbangan akal manusia sekalipun demikian tentu manusia yang lebih

P —
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dominan dalam pemelihan opsi - opsi kebijakan karena didalam pemutusannya
terdapat penekanan kebijakaksanaan dari faktor emosional dan rasional, bukan
berarti kebijakan tidak rasional akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional
belum tercapai atau merupakan intuisi. kebijakan pada umumnya adalah

pedoman untuk menuju tujuan yang terarah,

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan maka harus ada tujuan dan
kebijakan Negara tersebut meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata
~ semata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. disamping itu
sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan




Negara, hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukakan™ oleh pemerintah
akan mempunyai pengaruh yang sama besarnva dengan sesuatu yang
dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
kebijakan adalah Sesuatu yang dipilih dan dilakukan atau tidak dilakukan vang

bukan semata — mata pernyataan atau keinginan pemerintah atau penjabat dan

\

a

¥

l

kebijakan adalah sebagai label untuk sebuah bidang dan aktivitas, sebagai
ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara .yang diharapkan, sebagai
proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otonsasi formal,
sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil, sebagai teori dan
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model, dan sebagai sebuah proses. Kebijakan melibatkan perilaku seperti
halnya maksud — maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. kebijakan
menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai
keberhasilan.

Menurut Anderson (2002) adalah memahami kebijakan scbagai

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan

JLi
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kebijakan adalah kebijakan yang memiliki makna yang lebih luas daripada
ketika diartikan secara sendin —sendiri, dan kebijakan publik merupakan salah
satu komponen Negara yang tidak boleh diabaikan, Negara tampa komponen
kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur
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oleh seseorang atau sekolompok yang harus berkaitan dengan kebijakan yang
sudah ditentukan.

Menurut Abidin (2006) kebijakan terbagi dalam tiga level, yaitu
kebijakan umum, kebijakan pelaksanaa. dan kebikan teknis. Kebijakan umum
merupakan  kebijakan umum yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif yang mencakupi keseluruhan

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
kebijakan adalah sebagai rangkaian untuk mencapai sebuah tujuan dalam

melalui garis besar dasar rencana dalam pelaksanan demi untuk menjalankan
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suatu pekerjaan dan sesuai dengan pedoman yang ada sehingga tujuan ingin
dicapai dapat terlaksana secara baik dan berhasil.
¢. Bantuan langsung Tunai (BLT)
1. Pengertian Bantuan langsung tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai (BLT) adalah bantuan yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang untuk membantu

pKASs N
\\‘\\"m/ a

transfer) untuk masyarakat miskin.
d. Program Keluarga Harapan (PKH)
Menurut Fajna nanda Dkk (2014) Pengertian program keluarga harapan

(PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah




tangga sangat miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait
dengan upaya peningkatan kualitas sumber dava manusia (SDM), yaitu
pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian

Program keluarga harapan (PKH) merupakan suatu program yang dapat
memberikan bantuan terhadap rumah tangga yang sangat miskin dan untuk

el AT

/I' ‘v’m» \\\

°® B
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| 1.

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran (farget group), sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi.
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b. Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk,
melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efekuf

c. Disposisi, adalah watak dan karasteristik yang dialami oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, dan lain - lain.

d. Struktur birokrasi, struktur b yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan .
ut dapat disimpulkan

o “ \“ﬁg\lﬁ\b °4
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3. Teori Implementasi kebijakan
Teon Implementasi kebijakan menurut Van Meter (2008) implementasi

kebijakan adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu —

individu pejabat — pejabat atau kolompok —kolompok pemerintah atau swasta
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yang diarahkan pada tercapainya tujuan — tujuan vang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan
bahwa didalam implementasi kebijakan perlu melakukan sebuah tindakan —
tindakan yang dilakukan baik oleh individu — individu pejabat — pejabat atau

kolompok —kolompok pemerintah atau swasta yang akan diarahkan pada

N\

tercapainya suatu tujuan — tujuan’ yang telah digariskan dalam sebuah

S
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belum merata sampai sekarang,
Hubungan antara teori implementasi kebijakan tersebut dengan

implementasi kebijakan yang akan diteliti oleh peneliti hubungannya vaitu
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dapat dilihat dari bentuk pengimplementasiannya belum berjalan secara
efektif.
C. Kerangka pikir
Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa sifat
operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa fteori dan pervataan —

pernyataan yang logis . didalam kerangka pikir inilah yang akan didudukkan

sebuah masalah penelitian yang te / A 1 dalam kerangka teoritis

yang relevan dan mampu & an serta menunjukkan

' /}I/;;J;ﬁa SN
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Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar serta faktor pendukukung dan
penghambat implementasi kebijakan BLT dan PKH dan dampak implementasi
kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin di Desa Bontomalling

Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.
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Adapun kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut,
Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir

Implementasi Kebijakan BLT dan PKH

Desa Bontomalling Keca

plementasi Kebijaks
rbagi menjadi tiga vai
Tujuan dan sasaran
Kebijakan.

e rm—
Hasil kegiatan.

Dampak negatif :
Terjadi konflik.
Terjadi
penvimpangan,

Hasil temuan
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D. Penelitian relevan

Penelitian relevan adalah sebuah penelitian yang sudah diteliti
sebelumnya atau yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau yang
mimiliki keterkaitan dengan judul dan topik pembahasan vang akan digunakan
atau diteliti dan untuk menghindari terjadinya penanggulangan penelitian dengan
pokok permasalahan yang sama lain.
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merupakan suatu program bantuan uang secara tunai dan tampa syarat
pencairan dana di Desa Penaga terbilang jauh jaraknya vaitu Tanjung Uban
schingga masyarakat membutuhkan transpostasi untuk menunjuk aktor pos
berdasarkan data banyak lansia yang terdata sebagai penerima manfaat BLT



29

pencairan dana BLT di Desa Penaga dapat dikatakan belum tepat waktu karena
sering terjadi keterlambatan pencairan. pengaruh program BLT ini belum
dapat meringankan beban masyarakat penerima manfaat karena tidak
mencukupi kebutuhan masyarakat sepenuhnya.

Berdasarkan  hasil pelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Implementasi kebijakan tentang BLT, sebagai program keluarga harapan
(PKH) di Desa Penaga didalam p A\ sebagai PKH belum berjalan

\ASS,
\.\\;\\.\‘“hﬂ/é & 'ym

::::::

Cibadak yaitu proses verifikasi d

koordinalitas sektor yang belum berjalan optimal, tidak ada laporan menegenai
penerimaan program dari pendamping kepada SKPD (satuan kerja perangkat
Desa), belum tersedia kantor secretariat UPPKH (unit pelaksanaan PKH,
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belum ada tersedia buku pedoman eperasional PKH bagi pemberi layanan
pendidikan,

Berdasarkan hasil pelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Implementasi program kerluarga harapan (PKH) Kecamatan Cibadak Suka
Bumi belum berjalan secara maksimal karena proses pelayanan pendidikannya

masih kurang bersahabat dan penyedian buku pedoman PKH belum ada.
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dihargai oleh pemerintah peduli terhadap mereka, dan mendaratnya BLT

terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat miskin menjadi

malas, dapat menyebabkan pertikaian yang terjadi terhadap sesama
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masyarakat, dan masyarakat merasa ketidakpuasan terhadap proses BLT lebih
banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.

Kebaruan penelitian ini yang mengkaji tentang implementasi kebijakan
BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu
Timur Kepulauan Selayar. pada pelitian ini permasalahan yang membedakan

antara penelitian yang lain dengan penelitian saya/peneliti vaitu telah terjadi

konflik sosial dan penyimpangan 3
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian
Jemis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian

kualitatif. penelitian kualitatif adalah pemelitian yang bersifat desknptif dan

berbagai studi kasus terkait dengan implementasi kebijakan BLT dan PKH
masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan
Selayar dimana dalam implementasi kebijakan yang ada di Desa Bontomalling

masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan tersebut.

32
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B. Lokasi dan waktu penelitian

Tabel 2.2 lokasi penelitian

Rancangan knteria pemilihan lokasi penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitan ini dilaksanakan di Desa Bontomalling

Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Peristiwa/ persoalan | Dalam implementasi kebijakan BLT dan PKH masvarakat di

Desa atan  Pasimasunggu  Timur
K masyarakat yang kurang
peneliti tertarik
<4
4 ()
dila ka g
waktu
\~”
* U
- Bulan 111
No Ji
T I |Il
1| Pengusulan A )
1 | Penyusunan

Konsultasi pembimbing

Seminar proposal

Pengurusan izin penelitian

Dst




C. Fokus penelitian
Didalam penelitian tentunya sclalu fokus terhadap masalah vang akan
diteliti oleh karena itu pada penelitian karena sangat penting dalam pengumpulan
data sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginginkan.
Menurut Agusliansyah, K.(2016) Fokus dalam pandangan penelitian
kualitatif adalah bahwa gejala itu b

.A (menyeluruh tidak dapat
idak akan menetapkan

| /J W
keseluruhan sitlias Gr
/.

tempat C

_______

dalam menvalurkan bantuan BLT dan PKH belum tersalurkan secara merata hal

ini peneliti melihat bahwa masih banyak dikalangan masyarakat yang kurang
mampu belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut.
Faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan BLT dan PKH di

Desa Bontomalling Kecamatan pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar vaitu
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a. Faktor pendukung BLT dan PKH :

1. Rendahnya ekonomi masyarakat.

2. Koordinasi program yang masih perlu ditingkatkan.

3. Adanya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.
b. Faktor penghambat BLT dan PKH :

1. Pelaksanaan program yang tidak berjalan dengan baik.

N
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penelitian ini menyangkut tentang implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa

Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulavan Selayar. hal ini
didasarkan pada pada permasalah yang telah ditemukan berupa masih banyak
masyarakat yang kurang mampu vang belum mendapat bantuan. maka dari itu
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penulis berfokus pada implementasi kebijakan BLT dan PKH sebagai solusi atas
permasalahan tersebut.
Deskripsi fokus berdasarkan solusi fokus penelitian dapat diuraikan sebagai
berikut.
1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam menvalurkan bantuan BLT dan

PKH masih belum merata.

iplementasi kebijakan BLT dan

TeIE LT
[1cls

AN

yang akan di teliti serta informan yang betul - betul mengetahui implementasi
kebijjakan BLT dan PKH masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan
Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar (informan kunci). serta beberapa

informan yang sering terlibat langsung dalam setiap implementasi kebijakan BL'T
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dan PKH wyang selalu dilaksanakan di Desa Bontomalling Kecamatan
Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian
purposive sampling adalah suatu penelitian yang sudah ditentukan informannya
vang akan diteliti dan informan yang memang betul — betul sudah mengetahui

implementasi kebijakan BLT dan PKH.
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Mami’ Petani
9 Mariani Petani
10 Baho® Petani
E. Jenis dan sumber data

1. Data sekunder
Melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan vang telah di

iatan implementasi kebijakan

iy

“Implementasi keb

Kecamatan Pasima

Adapun instrument penelitian yang digunakan instrument penelitian
berupa lembar observasi, panduan wawancara, dokumentasi dan peneliti itu
sendiri sebagai pendukung dalam penelitian. adapun instrumen yang dimaksud
adalah sebagai berikut :
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1. Catatan Lapangan, berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan
pengamatan langsung di lapangan,

2. Pedoman wawancara, berisi seperangkat daflar pertanyaan peneliti sesuai
dengan rumusan masalah pertanyvaan.

3. Kamera vang digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam

kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar,
kebiasaan, dan sebagainya. pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat
dunia sebagai mana dilihat oleh subjek penelitian, hidup saat itu, menangkap arti
fenomena dari segi pengertian subjek pada keadaan waktu itu. pegamatan



memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek
schingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data pengamatan
memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.
2. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan

Jjalan mengajukan pertanyaan - pertanyaanisecara lisan kepada subjek penelitian.

informasi mengenai fakta,

//, %wa 4
7\ //’ ql‘; \\ ’
“‘74

Teknik analisis data merupakan salah satu langka dalam kegiatan
penelitian yang sangat menentukan ketepatan dalam keaslihan hasil penelitian.
menurut Biklen (2019) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah — milahnva menjadi
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satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan
memeutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.teknik analisis data
terbagi menjadi tiga:
1. Pengumpulan data

Data vang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

\
)

membuat fokus d

direduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat mempermudah peneliti
untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya. reduksi data terus menerus
selam penelitian dilaksanakan,

3. Penyajian data
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Penyajian data vang dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam
melihat hasil penelitian. banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti
untuk melihat hubungan antara detail data yang ada, sehingga peneliti mengalami
kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan
kesimpulan dengan penyajian data akan dipahami apa yang terjadi, apa vang
harus dilakukan dan lebih lanjut lagh menganalisis mengambil tindakan
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menganalisa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola,
menumukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan didalam penelitian dan
memutuskan apa bisa dipublikasikan langka analisis data akan melalui beberapa

tahap vaitu mengolompokknnya dan memilih atau memilah dan kemudian
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menganalisanya untuk memperkuat kebsahan data maka peneliti melakukan
usaha — usaha yaitu diteliti krediabilitasnya agar data peneliti dapat
dipertanggung jawabkan sebagai peneliti maka perlu melakukan teknik sebagai
berikut -

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasia tau

alam penelitian  kualitauf peneliti

menggunakan metode wawancan asidan sum:y untuk memperoleh

kebenaranin formasi van

\\\\\lh,//é
,, :,\ = 25 &:/ / &

yang diteliti.

3. Triangulasi peneliti adalah membandingkan hasil pekerjaan antara seorang

peneliti dengan peneliti lainnya (peneliti yang berbeda) tidak lain untuk




mengecek kembali tingkat kepercayaan data dengan begitu akan memberikan
kemungkinan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akan lebih dipercayai
4. Triangulasi waktu adalah waktu ini juga sering mempengaruhi kreadibilitas
data. data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat dipagi hari
nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang
lebih valid sehingga lebih kredibel puntuk itu dalam rangka pengujian
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Sejarah singkat Kabupaten Kepulauan Selayar
Pada masa lalu Kabupaten Kepulauan Selayar perubahan nama

«3‘” wN““SA ""o
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sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. dan aktifitas pelayan
ini muncullah kata Selayar, nama Selayar berasal dan kata Cedaya
(Bahasa Sansekerta) yang berarti satu layar karena konon katanya banyak
perahu yang singgah di pulau tersebut. kata cedaya telah diabadikan
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namanya dalam kitab Narakertagama karangan empu prapanca pada abad
14 ditulis bahwa pada pertengan abad ke 14 ketika majapahit dipimpin
oleh hayam wuruk yang bergelar Rajasenagara. Selayar digolongkan
dalam Nusantara, yaitu pulau — pulau lain diluar jawa yang berada
dibawah kekuasaan Majapahit.

Selain nama Selavar pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana

diantaranya sin seng (putra) Tian Lai (putri) dan menjadi cikal bakal
nenek moyang orang Tiongkhoa Selayar.
Dan Belanda mulai menerima di Selayar pada tahun 1739. Selayar

ditetapkan sebagai sebuah kerisden dimana pertamanya adalah W.
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Coutsier ( menjabat dari 1739 — 1743) berturut — turut kemudian Selayar
di perintah oleh orang belanda sebanyak 87 residen atau setara dengan
seperti asisten, residen, Gesahegbber,, WD residen, atau Contoleur.
Barulah kepala pemerintah ke 88 dijabat oleh orang Selayar, yakni
Moehammad oepoe patta boendoe. Saat ini telah masuk penjajahan

Jepang sehingga jabatan reseiden telah diganti menjadi Guntjo sodai, pada

tahun 1942, dijaman colg tan pemerintah  dibawah

/ \ ah setiap kecamatan
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Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibawah oleh oleh Datuk Ribandang,

yang ditandai masuk islamnya Raja gantarang, panggil Patta Raja yang

kemudian bernama Sultan Alaudin, pemberian Datuk Ribandang,




peristiwa itu terjadi pada tahun 1605, sehingga ditetapkannya hari jadi
Selayar adalah 29 November 1605.
. Letak geografis

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24
kabupaten/kota diprovinsi Sulawesi selatan yang terletak diujung pulau
Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan. dan Kabupaten Kepulauan

Selayar terdiri dan 11 kecan

\
/’ ’l \‘ ‘\\
\\ l ,

memegang kepercayaan dari para leluhur hingga sampai saat ini. Hal ini
terlihat dan seg kebiasaan atau kebudayaan yang selalu mereka lakukan
dan adat istiadat kini menjadi sebuah aturan didalam menjalin hubungan

dengan yang ada disekitarnya hingga sampai sekarang tali sirahmi masih
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terjalin sangat baik. dan adat yang selalu menjadi panutan didalam
wilayah Kepulauan Selayar.

Peta kabupaten kepulauan selayar kecamatan pasimasunggu timur,

PETA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

PLTA KECAMATAN PASIMASUNGGL TaUS N

sampai saat ini belum mengalami perubahan karena kurangnya lapangan
pekerjaan, keterbatasan akses modal serta banyaknya masyarakat yang
malas bekerja sehingga angka kemiskinan yang dialami masyarakat
Kepulauan Selayar semakin meningkat rumah sakit dan berbicara




mengenai tingkat kesehatan yang terdapat di Kepulauan Selayar benar -
benar sangat memprihatinkan karena hanyak terdapat satu rumah sakit
saja alat-alat kesehatan yang digunakan masih sangat terbatas. dan jarak
rumah sakit yang ada di Kepulavan Selayar di kepulauan selayar
kecamatan pasimasunggu timur sangat susah untuk dikunjungi karena
jarak yang ditempuh sangat sulit untuk dijangkau dan kondisi jalanan

ic

\ s
J
L
b

v
-\

I'llll llI ‘\\'\\\

/’ 1|v \
»

penting didalam kehidupan manusia baik untuk dirinya sendiri maupun
untuk orang lain atau yang untuk lingkungannya sebab pendidikan sangat
berguna untuk semua kalangan masyarakat dan pendidikan ini sangat
mempengaruhi cara seseorang dalam berfikir terutama dalam menjenjang
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pendidikan perguruan tinggi. dan keadaan pendidikan di Kecamatan
Pasimasunggu Timur penduduknya mencapai pendidikan dari tinggkat
menegah pertama menegah atas dan perguruan tinggi. berikut adalah tabel
Jumlah sekolah vang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Tebel tingkat pendidikan kecamatan pasimasunggu timur Kepulauan

selayar




BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Didalam penelitian ini pada saat melakukan observasi peneliti melihat

1. Implementasi Kebijakan E Bontomalling
Kecamatan Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar.
Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling.

diterapkan atau direncanakan karena adanya masyarakat vang kurang
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mampu dan salah satu pada masyarakat di Desa Bontomalling
yang mendapat bantuan BLT dan PKH dari pemerintah yaitu :

Dart hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan pemerintah
kepulauan selayar di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu
Timur Kepulauan Sclayar peneliti melihat bahwa bantuan belum

sepunuhnya merata. maka dari itu ada beberapa pendapat dari nforman

adalah sebagai berikut :

asi kebijakan BLT dan

-------

Sumber kamera handpone
Berdasarka hasil observasi tersebut bersama DA mengatakan

bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan

yang berhak menerima bantuan BLT dan PKH yatu masyarat yang




kurang mampu akan tetapi masih banyak yang belum mendapatkan
karena bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak merata

Menurut R.S mengatakan bahwa implementasi kebijakan BLT dan
PKH sudah terlaksana karena banyaknya masyarakar yang kurang
mampu  serta  banyaknva masyarakar vang tidak  memiliki
pekerjaan tetap dan. Implementasi kebijakan BT dan PKH belum
sepenuhnya dapat tersalurkan secara merata karena masih banvak
masyarakat vang belum mendapatkan bantuan BLT dan PKH
karena yang.-memz‘aparkm wwan haryva vang terdaftar namanya
di Pusat sedangkan yang : rerdq*ﬂar namanya di Pusai tidak

o A 1
diterapkan karma bmyak mm}rarah yang kurang mampu yvang
dimana masth banyak masyarakat yang rendah ekonominyva,
terutama banyaknyva masyarakat yang menjadi petani dan nelavan
serta kurangnya lapangan pekerjaan. dan implementasi kebijakan
blt dan pkh mi disalurkan untuk semua kalangan masyarakat
karena  bantuan  BLT  langsung dari  pusat  dan  untuk
penvalurannya  diimformasikan oleh dusun masing — masing
Sementara PKH dari kedinesan dan bantuan PKH disalurkan
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berdasarkan tingkatan dan tingkat yang dimaksud disini vaitu dari
tingkat pendidikan dari TK SMP SMA bahkan ibu-thu yang
memiliki anak balita sertan adanya masyarakat yang kurang
mampu.

(wawancara D.A masyarakat di Desa Bontomalling 11 /035:202]).

Berdasarka hasil observasi tersebut bersama 7.() mengatakan
bahwa implementasi kebijakan BLT dan PKH sudah terlaksana dan

implementasi kebijakan BLT dan PKH diterapkan karena banyak

Y ///u&w%\\\ " ,s y
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terhadap masyarakatnya supaya bantuan BLT dan PKH tersebut dapat
tersalurkan secara merata karena dapat dilihat dan vanomena yang
terjadi didalam masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan

bantuan BLT dan PKH yang disalurkan oleh pemerintah.
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2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BLT dan
PKH di Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur
Kepulauan Selayar.

a. Faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH di Desa

Bontomalling.

iz impelemenrasi
B anva  masyarakat
kurang mam;puse.‘rmggu bcmyni d;ka.’a;,an masyarakat  yang
mendapatkan bantuan.
(Wawancara 1.8 masyarakat di Desa Bontomalling 17 06 2021).
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Sumber kamera handpone
Berdasarka hasil observasi tersebut bersama /.8 mengatakan bahwa
faktor pendukung impelementasi k@cb_fjaknn BLT dan PKH yaitu

diakibatkan karena bénviknya masyan
scbab itu sampa banyak yezgm ® dapatkan bantusn BLT dan PKH dar

! yvang kurang mampu oleh

pemeriitah.

Menurui M.A mengatakan bahwa Faktor pendukung impiementasi
kehiokan BLT dan PKH. yaitu adanya poiiisispasi  dari
musyarakat terhadap. program  kerja yong  dizrapkan  oleh
pemerinialy | oleh ﬁmmm itw baniuan yar: disalurkan oleh
pemerintah dapat rersalurk

(Wawencara M.4 m.s}wwﬁur di Desu Bamﬂmuu'mg; 19/06.2021).

SIMICOY v \‘\\\—
///I'u u\\\

Sumber kamera handpone

Berdasarka hasil observasi tersebut bersama A4 mengatakatakan
bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH yaitu
adanya partisispasi dan masyarakat terhadap program kerja vang

diterapkan oleh pemerintah.
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b. Faktor penghambat impelementasi kebijakan BLT dan PKH
Didalam penyaluran bantuan tentuanya pasti memiliki beberapa
sehingga bantuan yang disalurkan tidak dapat tersalurkan oleh karena itu
masih banyak dikalangan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.
Menurut K.L Faktor penghambat impelementasi kebyjakan BLT

dan PKH karena tidak adanya kerja sama antara masvarakat
dengan pemerintah serta pe

L inD

PKH.diakibatkan oleh kurangnya relawan atau SDM vang menvalurkan
bantuan BLT dan PKH oleh karena itu bantuan terkadang bisa disalurkan
dan kadang juga tidak bisa tersalurkan.

Menurut MU mengatakan  bahwa  faktor  penghambat
impelementasi  kebijakan  BLT  dan PKH.diakibatkan  oleh
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kurangnva partisipast dari masyarakat terhadap program kerja
vang diterapkan oleh pemerintah oleh karena itu bantuan tidak
dapat tersalurkan.

(Wawancara M.l masyarakat di Desa Bontomalling 1107 2021.

Berdasarka hasil observasi tersebut bersama A4/ bahwa faktor
penghambat impelementasi kebijakan BLT dan PKH diakibatkan oleh

kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap program kerja vang

\\u,n//

J«q ,=‘, \\\\

! l\‘\\\

berbeda- beda dimana vang ditemukan selama implementasi kebijakan
BLT dan PKH diterapkan ada dampak positif vang timbulkan dan salah
satu informan memiliki beberapa pendapat yang berbeda - beda tentang
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mengenai dampak positif implementasi kebijakan BLT dan PKH adalah

sebagai berikut.

Menuriut S A mengatakan bahwa dampak positif Implementase
Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin vaitu dapat
membantu masyvarakat terutama dalam hal perekononuan dan
sungat bermanfaat bagi semua kalangan masvarakat.

(Wawancara S.4 masyarakat di Desa Bontomalling 20006, 2021).

Suniber Jan=n hudpond
Berdasarka hasii observasi tersebut bersama S.! mengatakan

bahwa dampak positif linplementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap
masyarakat miskin vaitu dapat membantu masyarak it terutma dalam hal

perekonomian dan sangat bermanfeat bagi semua kalangan masyarakat.

Menwrug 1.1 mengatakan babwa dampak positif’ Implementasi
Ketsjakun BLT dan PKH terhadap masyarakar mskin dupor
Meringuakon beban  perekonomian yaitu  Fetka masyarakat
kehilemgan pokerjaan mereka wmendapat banruan furi pemerintuh
seperit diberikan hantuan wang tunai, bero.. telur.

(Wawancara L. masvarakar di Desa Homomalling 21062021 ).

Sumber kamera handpone
Berdasarka hasil observasi tersebut bersama [.(/ mengatakan

bahwa dampak positif Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap
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masyarakat miskin vaitu dapat membantu meringankan beban
perekonomian masyarakat terutama bagi masyarakat yang kehilangan
pekerjaan mercka masih bisa mendapatkan bantuan BLT dan PKH dari
pemerintah dan bantuan yang diberikan seperti bantuan uang, beras, dan
telur oleh karena itu banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan

tersebut.

Menurwt K.A mengat@kan bulwa, dampak positif Implementasi
Kebijakan BLIddan PKH terhudap, masyarakat miskin yaitu
bantuan  rerSebue dapat  meringankan Zbeban perekonomian
masyarakdt yang kurane “mampu lerutdmea  dalam  memenuhi
kebutuilin Sehari- Wit ol S2ha b it bamok asvarakat vang
ingin mendepathan bantua dari pemeriniah,

(Wawancara KA masvarcke d-Desa Bontainaling 2406, 2021

Sumber kamera handpone
Berdasorka hasit observasi terschut bersama A4 Mengatakan
bahwa dampak postif unplementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap
masyarakat miskin yaitu bantuan yang tersebut dapat meringankan beban
perekonomian  masyarakat  vang Kurang mampu terutama dalam
memenuhi kebutuhan sehari- hari oleh sebab itu banvak masvarakat vang
ingin mendapatkan bantua dar pemerintah.

Menurwt M.A mengatakan bahwa dampak positif’ Implementasi
Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin vaitu dapat
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meringankan perekonomian masyarakal terutama pada orangtua
vang memiliki anak yang masih sekolah serta memiliki anak balita,
(Wawancara M.A masyarakat di Desa Bontomalling 25/06:2021)

Sumber kamera handpone

Berdasarka hasil observasi tersebui bersama M A mengatakan
bahwa dampak positnt Implementasi Kebijakan BI'T dan PKH terhadap
masyarakat miskin  yaiiu dapat menngankan beban perekonomian
masyarakat khususnya pada orangtua yang memiliki anak vang masih
sckolah serta memiliki anak balita.
1. Dampak sicgatii

Didalain kegiatan yoang dilakukan tentunya prennliki dampak vang
berbeda- beda dimaag vang ditemukan selema implemeniast kebijakan
BLT dan PKH diterapkan ada dampak negatifnva yang timbulkan dan
salah satu informan memiliki beberapa pendapat vang berbeda — beda
tentang mengenai dampak negatif implementasi kebijakan BLT dan PKH
adalah sebagai benkut.

Menurwt T.] mengatakan bahwa dampak negatif Implementasi

Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin yaitu tidak
tersalurkan secara merala karena vang mendapat bantuan BLT
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dan PKH hanya sebagian masyarakar sedangkan vang lain tidak
mendapatkan bantuan BLT dan PKH tersebut,
(Wawancara 1.1 masyarakat di Desa Bontomalling 26 06 2021)

oleh pemenintah,,

Menurut MU mengatakan  bahwa  dampak  Implementas:
Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat nuskin vaitu dapar
membuat  masvarakat  menjadi  konflik  karena  rerkadang
masyarakat  masvarakat  tidak mampu  mendapatkan  bantuan
sedangkan yang masyarakat yang mampu  justru  tidak
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mendapatkan bantuan oleh sebab itu banyak masyarakat yang
iidak mendapatkan bantuan tersebut.

Berdasarka hasil observasi tersebut bersama M.U mengatakan
bahwa dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap
masyarakat miskin yaitu dapat membuat masyarakat menjadi konflik
karena terkadang masyarakat masyarakat tidak mampu mendapatkan
bantuan sedangkan yang maSvarakat vyang mampu justru tidak
mendapatkan bantuan oleh sebab itu banyak masyarakat vang tidak
mendapatkan bantuad tersebut.

Menurut 8.1 Mengatakan bahwa dampus. inplementasy Kebiyakan
BLA dan rEH terhadan nawaizka miskin o dapeat membantu
masyerakat terucons bagi masyaialat yang Larang mumpu.dan
hise wienimbulkan konflik karena banyak masyarakat memiliki
keszlupahaman dan merasa tidak adil oleh sebal itu timbuliah
pertonflika antara sesama masyarakat

(8. masyurakar i Desa Bontomalling 377 2021)

Sumber kamera haﬂdpone

Berdasarka hasil observasi tersebut bersama 5.0/ mengatakan bahwa
dampak Implementasi Kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin
vaitu dapal membantu masyarakat terutama bagl masyarakal vang Kkurang

mampu.
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B. Pembahasan
1. Implementasi Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontommalling
Implementasi kebijakan BLT dan PKH yang diterapkan oleh
pemerintah terhadap masyarakat di Desa Bontomalling Kecamatan
Pasimasunggu Timur Kepulauan Selayar banyak masyarakat yang

menjadikan sumber pendapatan dimana dapat dilihat dari segi bantuan yang

disalurkan oleh pemerintah ba

cat yang merasa sangat terbantu

1 adanya bantuan BLT

\\‘ ’%\ M U/ '// < Tid Hidal
‘§ 7 // "&‘v { , 5

HPA83 -

’ /A&J;a\\\\
% i‘w Z8 1A

|

karena bantuan vang disalurkan oleh pemerintah tidak merata sampai
sekarang dan pada akhimya banyak masyarakat yang merasa sangat tidak
terbantu sama sekali karena yang mendapatkan bantuan hanya vang

terdaftar namanya di pusat sedangkan yang tidak terdaftar namanya di pusat
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tidak mendapatkan bantuan tersebut. bantuan BLT dan PKH ini merupakan
salah satu contoh bahwasanya apa yang diinginkan tidak semuanya dapat
terpenuhi semuanya karena terpenuhi sesungguhnya yang bisa terpenuhi
adalah cukup sesuai dengan kebutuhan saja.

Implementasi kebijakan juga sebagai proses vang melibatkan

sejumlah sumber termasuk manusia,dana dan kemampuan organisasional

A
¢ Wby -
VRN SN2

S
1 211 //‘_ 1

.,?-’a :‘ el 1 ~::\ T
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Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi kebijakan menurut

George C Edward (Eﬂilj_ berpandangan bahwa Implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh empat vanabel, vaitu :
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e. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran (targer group), schingga akan mengurangi distorsi
implementasi.

f. Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk,

W
\\‘\\“‘ SN ’//" &
‘%; ._.&‘ .@

/,, ;;:..;i t * Z
//' "II\“\\\E "

masyarakat kurang mampu, adanya partisispasi dari masyarakat terhadap program

kerja yang diterapkan oleh pemerintah.
Selain memiliki faktor pendukung implementasi kebijakan BLT dan PKH
juga memiliki faktor penghambat. dan salah satu faktor penghambatnya




implementasi kebijakan BLT dan PKH karena tidak adanya kerja sama antara
masyarakat dengan pemerintah, kuranngnya relawan atau SDM yang
menyalurkan bantuan, kurangnya partisispasi dari masyarakat terhadap program
kerja yang diterapkan oleh pemerintah oleh sebab itu bantuan BLT dan PKH
dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat

hubungan antara teori asi kebijakan tersebut dengan

implementas) kebijakan yang dite ti hubungannya yaitu dapat

dilihat dari bentuk pengin

keputuan sebelumnya. tindakan ini mencakup usaha — usaha untuk mencapai

perubahan besar dan kecil yvang ditetapkan oleh keputusan — keputusan kebijakan
yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan demi untuk mencapai

tujuan — tujuan yang telah ditetapkan.
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3. Dampak implementasi kebijakan BLT dan PKH terhadap masyarakat
miskin.

Salah satu dampak positif yang ditimbulkan impelementasi kebijakan

BLT dan PKH terhadap masyarakat miskin. Salah satunya vaitu dapat

membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu terutama bagi

seseorang yang mempunyal anak masih sekolah dari TK SMP SMA bahkan

ibu- 1bu yang masth memp
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masyarakat menjadi miskin karena rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan
vang rendah serta kurangnya lapangan pekerjaan, angka penganggura yang
tiggl, dan adanya pemutusan hak kerja (PHK) .



Hal tersebut sejalan dengan teori Implementasi kebijakan menurut Van
Meter (2008) implementasi kebijakan adalah tindakan — tindakan vang
dilakukan baik oleh individu — individu pejabat — pejabat atau kolompok -

kolompok pemerintah atau swasta vang diarahkan pada tercapainya tujuan —
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
Berdasarkan teori implementasi kebijakan tersebut dapat disimpulkan




BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya Implementasi Kebijakan
BLT dan PKH bagi masyarakat (studi kasus masyarakat di Desa
Bontomalling Kecamatan Pasim Timur Kepulauan Selayar).

Maka dari peneliti dap /\ an bahwa Implementasi

Kebijakan BLT / \
o
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Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang Implementasi

Kebijakan BLT dan PKH di Desa Bontomalling Kecamatan
Pasimasunggu Timur Kepulauan Selavar maka dari itu penulis dapat

mengumukakan saran sebagi berikut :

71
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1. Scbaiknya pemerintah harus saling kerja sama dengan masyarakat karena
tampa adanya kerja sama maka pekerjaan apapun itu tidak akan mudah
diselesaikan apabila tidak ada kerja sama.

2. Pemerintah harus mensosialisasikan apa — apa saja syarat harus dipenuhi
agar bantuan tersebut bisa merata karena tampa sosialisasi setiap yang
diprogramkan tidak akan dapat berjalan secara baik apabila tidak ada

sosialisasi.
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Menurut pendapat bapak/ibu apakah
implementasi kebyjakan BLT dan PKH
dapat tersalurkan jika tidak ada
sosialisasi 7




Dampak Implementasi

Kebijakan BLT dan PKH

10, Menurut pendapat bapak/ibu apakah
dengan diterapkannya implementas:
kebijakan BLT dan PKH dapat
membantu masyarakat yang kurang

9

mampu

11 Menurut pendapat bapak/ibu apakah
pelaksanaan program pemerintah sudah
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12 Menurut pendapat bapak/ibu apa yang
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2. | Faktor pendukung dan

penghambat Implement dan penghambat BLT
kebijakan BLT dan PKHdi ¢ 4 dan

Desa Bontomalling aurut pendapat bapak/ibu apakah
Kecamatan Pasimasunggu implementasi kebijakan BLT dan PKH
Timur Kepulauan Selayar. tidak dapat tersalurkan jika masyarakat

kurang berpartisipasi 7

16, Menurut pendapat bapak/ibu apakah
implementasi kebijakan BLT dan PKH
dapat tersalurkan jika tidak ada
sosiahisasi 7




17. Menurut pendapat bapak/ibu apakah
dengan diterapkannya implementasi
kebijakan BLT dan PKH dapat
membantu masyarakat yang kurang
mampu 7 '

18. Menurut pendapat bapak/ibu apakah
pelaksanaan program pemerintah sudah
berjalan secara efektif terutama dalam
implementasi kebijakan BLT dan PKH

)

19, Menurut pendapat bapak/ibu apa yang
menyebabkan kurangnya lapangan
pekerjaan ?

), Menurut pendapat bapak/ibu apa yang

/ \ nyebabkan pendidikan masyarakat
Dampak [mplementast N L
Kebijakan BLT dan PK : i :
terhadap masyarakat miski .
di Desa Bontomalling :
Kecamatan Pasima gl
Timur Kepula »
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